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Sumber Berita: 

“Tim Sembilan Susul Candra, Tersangka ditahan di LP Gianyar”, Bali Post, Selasa, 9 Desember 2014.  

Catatan: 

 Penahanan seseorang pada dasarnya adalah upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh tiga 

institusi penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 

 Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan 

kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan HAM. Oleh karena itu, upaya penahanan 

harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dikunci oleh 

hukum acara itu sendiri. Dalam hukum acara pidana misalnya, terdapat syarat objektif dan 

syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan. 

 Tidak terhadap semua pelaku dugaan tindak pidana dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas 

pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana 

tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang dapat dilakukan 

penahanan. Syarat ini disebut sebagai syarat objektif penahanan. 

 Syarat  subjektif penahanan yang diatur pasal 21 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa "Perintah 

penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang 

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan 
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yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak 

atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana" 

 Rumusan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau 

menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana inilah yang merupakan syarat 

subjektif penahanan. Kenapa disebut subjektif? Karena penilaian terhadap ketiga poin tersebut 

merupakan penilaian subjektif alias sepihak dari tiap-tiap penegak yang berwenang, yakni 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 

 Prinsip dasar pengaturan pengadaan tanah yang diatur dalam Perpres No 36 Tahun 2005 Jo. 
Perpres No 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007 yaitu : 
1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dipastikan tersedia tanahnya. Bahwa dalam 

rangka terpastikan untuk kepentingan umum tersedianya tanah, maka Perpres No 36 Tahun 
2005 Jo. Perpres No 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007 
mengatur :  
a. Kepastian Lokasi (Pasal 39 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007);  
b. Adanya penitipan ganti rugi ke pengadilan (Pasal 37 dan 48 Peraturan Kepala BPN-RI 

Nomor 3 Tahun 2007);  
c. Penerapan UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dengan 

Pemberian Ganti Rugi (Pasal 41 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007).  
2. Hak-hak dasar masyarakat atas tanah terlindungi. Dalam rangka memperhatikan hak-hak 

masyarakat terlindungi, Perpres No 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No 65 Tahun 2006 dan 
Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007, mengatur :  
a. Sosialiasi lokasi (Pasal 8 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007);  
b. Adanya penyuluhan tentang manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada 

masyarakat (Pasal 19 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007 
c. Pengumuman hasil inventarisasi tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang 

berkaitan dengan tanah guna memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan 
untuk mengajukan keberatan (Pasal 23 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007);  

d. Penilaian harga tanah dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga yang professional dan 
independen (Pasal 27 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007);  

e. Musyawarah penetapan ganti rugi dilakukan secara langsung antara Instansi Pemerintah 
yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah (Pasal 31 dan 32 Peraturan Kepala BPN-RI 
Nomor 3 Tahun 2007), sedangkan Panitia Pengadaan Tanah hanya sebagai fasilitator 
dalam pelaksanaan musyawarah tersebut ;  

f. Adanya hak mengajukan keberatan terhadap bentuk dan besarnya ganti rugi yang 
ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada Bupati/Walikota, Gubernur atau 
Menteri Dalam Negeri (Pasal 41 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007).  

3. Menutup peluang lahirnya spekulasi tanah. Dalam rangka menutup peluang terjadinya 
spekulasi tanah Perpres No 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No 65 Tahun 2006 dan Peraturan 
Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2007, mengatur sebagai berikut : Jika lokasi tanah telah 
ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak ketiga yang 
bermaksud untuk memperoleh tanah dilokasi tersebut wajib memperoleh izin tertulis dari 
Bupati /Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta (Pasal 9 Peraturan Kepala BPN-RI 
Nomor 3 Tahun 2007).  

 
 Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh 

Lembaga Penilai Harga Tanah/Tim Penilai Harga Tanah. Lembaga Penilai Harga Tanah saat ini 
dipercayakan kepada Lembaga Penilai Independen yaitu Lembaga Appraisal yang mendapat 
lisensi dari Menteri Keuangan dan BPN. Sedangkan untuk harga bangunan dan/atau tanaman 
dan/atau   
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benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di 

Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah 

tersebut. Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan NJOP atau nilai  

nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada  

variable-variabel sebagai berikut :  

a. Lokasi dan letak tanah;  

b. Status tanah;  

c. Peruntukan tanah;  

d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan 

wilayah atau tata kota yang telah ada;  

e. Sarana dan prasarana yang tersedia; dan  

f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.  

Perpres No 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 

Tahun 2007 menyebutkan makna ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik 

sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau 

benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang 

lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Penentuan 

besarnya ganti rugi didasarkan pada hasil kesepakatan pemilik tanah dengan Instansi Pemerintah 

yang memerlukan tanah. Hasil kesepakatan tersebut kemudian oleh Panitia Pengadaan Tanah sesuai 

dengan tugasnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah, dan selanjutnya menerbitkan 

Surat Keputusan Penetapan Besarnya Ganti Rugi. Musyawarah antara pemilik tanah dengan Instansi 

Pemerintah yang memerlukan tanah tersebut berpedoman pada penilaian harga tanah yang 

dilakukan oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah. 

Sumber Informasi: 
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda 

Yang ada Diatasnya.  
 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum.  

 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum Demi Pembangunan.  

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK. 02/2008 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan 
Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.  

 
 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden 

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  

 “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”, Informasi Hukum, Sie Infokum JDIH BPK RI. 
 

 


